BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
1.1 Kesimpilan

1. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa Bube
belu terlalu optimal optimal hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi
masyarakat yang masih kurang serta jumlah penduduk miskin yang
lebih dari 100 orang dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat belum optimal karena masyarakat
dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat ini
masyarakat desa belum berdaya hal tersebut terlihat dari pastisipasi
masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang masih
kurang serta jumlah masyarakat miskin yang mencapai 17% sehingga
diperlukan lagi peran pemerintah desa yang lebih optimal demi
mencapai pemberayaan masyarakat yang lebih baik. Tetapi jika dilihat
dari memfasilitasi dan menginovasikan program pemberdayaan
masyarakat sudah cukup baik tetapi dalam hal partisipasi masyrakat
masih kurang.

2. Faktor utama dari kurangnya pemberdayaan masyarakat yang ada di
desa Bube ini adalah partisipasi masyarakat terhadap pentingnya
berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Dan
juga salah satu hal yang perlu diperhatiakan yaitu pemahaman
masyarakat terhadap segala bentuk program pemberdayaan

masyarakat, sehingganya jika masyarakat masyarakat memahami lebih



5.2 Saran

dalam apa itu pemberdayaan masyarakat akan lebih meningkatkan
partisipasi masyarakat .

Dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa
sudah mengupayakan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan
dengan baik yaitu diataranya dengan memberikan akses yang baik,
control atau pengawasan pada setiap program pemberdayaan yang ada
didesa serta berupaya memberikan mamfaat untuk masyarakat dalam
program pemberdayaan masyarakat, tetapi yang menjadi permasalahan
adalah partisipasi masyarakat yang mash kurang sehingganya peran
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum
optimal dikarenakan partisipasi masyarakat yang masih kurang dengan
upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisiapasi masyarakat

ini bisa terlaksana dengan baik.

Dalam peran pemberdayaan masyarakat ini haruslah pemerintah desa
lebih meningkatkan lagi perannya sebagai fasilitator, motivator dan
innovator sehingga mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya
program pemberdayaan masyarakat dan kedepannya masyarakat dapat
berpartisipasi dengan aktif dalam setiap program pemberdayaan

masyarakat.



2. Agar kendala atau faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan
masyarakat dapat teratasi sebaiknya antara pemerintah desa dan
masyarakat haruslah sama-sama sadar akan pentingnya pemberdayaan
masyarakat disuatu desa, sehingga ketika kesadaran yaserta semangat
ada maka keerjasama dan partisipasi aktif dari pemerintah desa dan
masyarakatpun apat terjalin dengan baik.

3. Dalam memberdayakan masyarakat maka upaya besar yang sebaiknya
dilakukan oleh pemerintah desa adalah selalu menjaga agar
pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dengan cara
mengontrol atau mengawasi apakah pemberdayaan masyarakat ini
telah berjalan dengan baik serta selalu menjaga agar partisipasi
masyarakat dapat ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat

dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
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